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Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan retribusi pelayanan 
pasar di wilayah kerja Pasar Delanggu Kecamatan Delanggu Kabupaten Klaten meliputi 
pelaksanaan, kendala yang dihadapi, dan solusi yang diberikan. Penelitian ini 
menggunakan penelitian kualitatif, dengan strategi studi kasus. Teknik pengumpulan data 
dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Uji keabsahan data dengan 
triangulasi sumber data dan teknik pengumpulan data. Analisis datanya menggunakan 
teknik analisis interaktif melalui pengumpulan data, reduksi data, penyajian dan penarikan 
kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan objek retribusi yaitu setelah 
pedagang mendapat izin pemakaian tempat, setelah itu pedagang diwajibkan membayar 
retribusi pasar setiap harinya yang dipungut oleh petugas pemungut retribusi, besaran tarif 
retribusi per hari yaitu antara 1.000 sampai 1.800. Kendala yang dihadapi ketika 
pelaksanaan retribusi pelayanan pasar yaitu banyaknya kios dan los yang kosong karena 
banyak pedagang pasar yang pindah di lain tempat, selain itu banyak pedagang pasar 
yang masih menunggak uang retribusi, masih adanya pedagang pasar yang membayar 
retribusi belum sesuai aturan yang berlaku, dan karcis retribusi yang terlalu banyak 
diberikan pada pedagang, hal ini kurang praktis dan efisien. Seharusnya karcis yang 
diberikan pedagang satu saja sesuai tarif, tetapi pada kenyataannya dari dahulu 
hingga sekarang masih tetap seperti itu hingga saat ini belum ada solusi yang tepat 
mengenai hal tersebut. Solusi dari kendala yang dilakukan adalah dengan mengadakan 
atau melakukan pendekatan maupun sosialisasi kepada pedagang pasar yang telah 
berpindah ke lain tempat, selain itu pihak pengelola pasar terus menyadarkan dan 
mengingatkan pedagang bahwa mereka masih memiliki retribusi yang terhutang, solusi 
selanjutnya yaitu menekan dan terus menyadarkan pedagang agar mau membayar besaran 
tarif retribusi pasar sesuai dengan nominal yang ditentukan berdasarkan peraturan daerah 
yang berlaku. 
Kata kunci: pelaksanaan, retribusi, pelayanan, pasar. 
 
ABSTRACT 
This study aims to describe the implementation of retribution market services in 
the work area Delanggu Market District Delanggu Klaten include implementation, 
constraints encountered, and solutions provided. This research uses qualitative 
research, with case study strategy. Technique of data collection is done by 
observation, interview and documentation. Test the validity of data with triangulation 
of data sources and data collection techniques. Data analysis uses interactive 
analysis techniques through data collection, data reduction, presentation and 
conclusion. Result of research indicate that implementation of object of retribution 
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that is after merchant got permission of place usage, after that trader obliged to pay 
retribution every day market collected by collector levy, amount of retribution tariff 
per day that is between 1,000 to 1,800. Constraints faced when the implementation of 
retribution service market that is the number of kiosks and stalls empty because many 
market traders who moved in other places, in addition to many market traders who 
still delinquent fees, there is still market traders who pay retribution not according to 
applicable rules, and the excessive retribution ticket is given to the merchant, it is 
less practical and efficient. It should be a ticket given by a merchant only by the 
tariff, but in fact from the beginning until now it is still like that until now there is no 
right solution about it. The solution of the constraints is to conduct or approach and 
socialize to market traders who have moved to other places, besides the market 
management continues to awaken and remind the traders that they still have a levy 
that is payable, the next solution is to press and continue to awaken the traders to 
willing to pay the amount of market retribution tariff in accordance with the nominal 
determined based on applicable local regulations. 
Keywords: implementation, retribution, service, market.  
 
1. PENDAHULUAN  
Negara Indonesia sebagai negara kesatuan mempunyai kedaulatan penuh atas 
kehidupan bangsanya sendiri. Sebagai negara kesatuan, maka daerah merupakan 
bagian yang tak terpisahkan untuk melaksanakan pemerintahan. Dalam melaksanakan 
pembangunan negara, tidak mungkin sama persis pelaksanaannya antara daerah satu 
dengan daerah lainnya. Hal ini disebabkan oleh luasnya wilayah dan keterbatasan 
kemampuan negara. Sebagai negara yang memiliki wilayah yang luas, yang terdiri 
dari wilayah kepulauan dengan kondisi perekonomian yang berbeda-beda setiap 
wilayahnya, menjadikan negara Indonesia tidak mampu untuk melakukan 
pembangunan yang diselenggarakan  secara nasional saja. 
Salah satu cara untuk mengatasi hal tersebut yaitu dengan mengadakan sistem 
pemerintah di tiap-tiap daerah atau provinsi yang selanjutnya disebut Pemerintah 
Daerah, karena luasnya daerah-daerah di negara Indonesia yang terbagi atas beberapa 
provinsi, kabupaten serta kota maka daerah-daerah tersebut memiliki pemerintahan 
daerah dengan maksud guna mempermudah kinerja pemerintah pusat terhadap 
daerahnya sehingga digunakanlah suatu asas yang dinamakan asas otonomi. 
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Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengurus dan mengatur 
sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. 
Pada dasarnya pembangunan nasional dan keuangan nasional berasal dari 
daerah sehingga dalam pengembangan daerah dibutuhkan pendayagunaan potensi 
daerah secara optimal. Peran pemerintah daerah dalam menggali serta 
mengembangkan potensi daerah sebagai sumber pendapatan daerah sangat 
menentukan dalam keberhasilan pelaksanaan dan pembangunan masyarakat daerah, 
oleh karena itu penyerahan dana pembangunan dan pengolahannya harus dilakukan 
secara efektif dan efisien. 
Proses desentralisasi pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintah pusat 
terhadap pemerintah daerah sebagai wujud nyata dari pelaksanaan otonomi daerah 
memberikan konsekuensi pemerintah daerah dapat menyelenggarakan 
pemerintahannya sendiri. Kewenangan pemerintah daerah dalam melaksanakan 
pembangunan, mengatur pemerintahan, dan mengelola daerahnya sendiri menjadi 
semakin luas. Daerah kabupaten atau kota memiliki kewenangan pula untuk membuat 
kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan kepada publik dengan baik, 
meningkatkan peran serta, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada 
peningkatan kesejahteraan masyarakat. 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu komponen sumber 
pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil 
pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain Pendapatan Asli Daerah 
yang sah. Retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah 
sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan 
dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan 
(UU No. 28 Tahun 2009 Pasal 1). Retribusi adalah pungutan daerah sebagai 
pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau 
diberikan oleh pemda untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Saragih, 2003: 
65). Retribusi daerah pada dasarnya dikelola sendiri oleh setiap daerah, maksudnya 
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untuk pengelolaan retribusi daerah ini antara daerah yang satu dan daerah yang lain 
berbeda-beda. 
Pengelolaan retribusi pasar sudah cukup baik, hasil penelitian Hasanah (2005) 
menunjukkan bahwa pengelolaan retribusi di Pasar Johar Semarang sudah dilakukan 
cukup baik. Hal ini terlihat dari aspek pelaksanaan sistem administrasi yang sudah 
berjalan dengan cukup baik, adanya petugas tetap dan petugas cadangan sehingga 
meskipun hari libur tetap ada pungutan retribusi harian, dan pengawasan yang cukup 
ketat terutama dalam mengatasi kelalaian pembayaran retribusi. Sedangkan dari 
aspek pemanfaatan hasil dari retribusi pasar ini, dirasa belum optimal. Hal ini terjadi 
karena keterbatasan dana dari pemerintah, dimana semua hasil retribusi disetorkan ke 
Dinas Pasar untuk di masukkan ke kas daerah dan apabila pasar membutuhkan dana 
operasional maupun non operasional maka harus mengajukan permohonan terlebih 
dahulu. 
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah, salah satu objek retribusi adalah jasa umum. Jasa umum adalah jasa 
yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan 
kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan (UU No 28 
Tahun 2009 Pasal 1 ayat 66). Jenis retribusi jasa umum salah satunya adalah retribusi 
pelayanan pasar. Retribusi pelayanan pasar ini memberikan kontribusi yang cukup 
potensial terhadap peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, untuk 
itu pemerintah daerah harus benar-benar menggunakan hasil retribusi pelayanan pasar 
ini dengan sebaik-baiknya.  
Penelitian Hongquan Li dkk (2013) berjudul Securities Transaction Tax and 
Stock Market Behavior in an Agent-based Financial Market Model menunjukkan 
bahwa pajak transaksi sederhana yang berkontribusi untuk menstabilkan pasar dengan 
mengurangi volatilitas pasar, tetapi efek negatif pada efisiensi pasar tidak dapat 
diabaikan pada saat yang sama. Temuan menunjukkan bahwa pihak berwenang harus 
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memperkenalkan pajak transaksi efek diam-diam untuk menyerang keseimbangan 
antara stabilitas dan efisiensi. 
Hasil Penelitian Barker (2004) berjudul Taxation and Corporate Strategy in 
The Single Market menunjukkan bahwa tantangan untuk mencapai target ekonomi 
yang tinggi di pasar tidaklah mudah, dalam rangka mewujudkan skala ekonomi di 
pasar tunggal Eropa untuk dana investasi, manajer aset biasanya berusaha untuk 
mendistribusikan berbagai dana tunggal investasi ke banyak pasar di Eropa. Oleh 
karena itu mereka telah mengembangkan model bisnis 'lepas pantai': membangun 
berbagai dana tunggal. Undang-Undang Eropa telah berkembang dalam mendukung 
model bisnis, khususnya UCITS Directive. Namun, diskriminasi pajak terus 
menggerogoti penjualan lintas perbatasan. Diskriminasi pajak adalah ilegal, dan 
Pengadilan Eropa Kehakiman telah teratur memerintah negara-negara dengan rezim 
fiskal diskriminatif. 
Brown dan Potoski (2004) berjudul Managing the Public Service Market 
menunjukkan bahwa Resep untuk meningkatkan kontrak fokus pada bagaimana 
manajer umum dapat bernegosiasi, menerapkan, dan memantau kontrak untuk 
meningkatkan pelayanan dan menghemat biaya. Namun, pasar yang berfungsi dengan 
baik yang memerlukan kontrak efektif tidak dapat diterima begitu saja. Semua pasar 
berisiko kegagalan. Akibatnya, manajer publik harus mengelola pasar untuk 
menjamin kompetisi dan arus informasi tentang kinerja penjual, praktek kontrak 
efektif, dan sebagainya. Kami melengkapi teori biaya transaksi dengan beasiswa pada 
jaringan manajemen publik untuk mengevaluasi layanan sampah di sembilan 
pemerintah di Columbus, Ohio, daerah metropolitan. 
Penelitian Hongquan Li dkk, Barker, Brown dan Potoski memiliki persamaan dan 
perbedaan dengan penelitian ini. Persamaannya adalah sama-sama meneliti tentang pajak 
atau retribusi dan pasar, sedangkan perbedaannya yaitu penelitian Hongquan Li dkk  
terfokus pada pajak untuk menstabilkan pasar, penelitian Barker fokusnya pada pajak dan 
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pasar, dan penelitian Brown dan Potoski fokusnya pada pengelolaan pasar, sedangkan 
penelitian ini fokusnya pada pelaksanaan retribusi pelayanan pasar. 
2. METODE PENELITIAN 
Tempat yang dijadikan penelitian ini adalah wilayah kerja Pasar Delanggu 
Kecamatan Delanggu Kabupaten Klaten. Alamat kantor wilayah kerja Pasar Delanggu 
Kecamatan Delanggu Kabupaten Klaten terletak di Desa Sabrang Kecamatan Delanggu 
yang berada di Jl. Solo-Yogya. Tahap –tahap pelaksanaan dalam penelitian ini dimulai dari 
persiapan sampai dengan penulisan laporan penelitan. Secara keseluruhan semua kegiatan 
dilakukan selama kurang lebih 4 bulan, yaitu sejak Juni 2017 sampai September 2017. 
Metode penelitian naturalistik atau kualitatif adalah metode yang digunakan untuk meneliti 
tempat yang alamiah dan peneliti tidak membuat perlakuan karena pengumpulan data 
bersifat emic yaitu berdasarkan pandangan dari sumber data, bukan pandangan peneliti 
(Sugiyono, 2010: 9-12).  
Data kualitatif merupakan data yang menunjukan kualitas atau mutu dari suatu yang 
berupa keadaan, proses, dan kejadian yang dinyatakan dalam bentuk pernyataan (Nawawi 
dan Martini, 1992: 49). Dalam studi pendidikan, penelitian kualitatif dapat dilakukan untuk 
memahami berbagai fenomena perilaku pendidik, peserta didik dalam proses pendidikan 
dan pembelajaran (Tohirin, 2012: 3). Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, 
karena data penelitian ini berupa kata-kata tertulis atau lisan, perilaku dari orang-orang 
yang diamati, juga data tertulis dari dokumen. Kasus dalam penelitian ini adalah 
Pelaksanaan retribusi pelayanan pasar pada Pasar Delanggu Kecamatan Delanggu 
Kabupaten Klaten, berikut kendala pelaksanaan retribusi pelayanan pasar pada Pasar 
Delanggu Kecamatan Delanggu Kabupaten Klaten dan solusi dari kendala 
pelaksanaan retribusi pelayanan pasar pada Pasar Delanggu Kecamatan Delanggu 
Kabupaten Klaten. 
Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data meliputi observasi, 
wawancara, dan dokumentasi atau arsip. Teknik analisis data yang digunakan dalam 
penelitian ini yaitu teknik analisis data model interaktif. Proses analisis data dimulai 
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dengan mengumpulkan data dilokasi penelitian dengan melakukan observasi, 
wawancara, dan dokumentasi dengan menentukan strategi pengumpulan data yang 
dipandang tepat dan untuk menentukan fokus serta pendalaman data pada proses 
pengumpulan data berikutnya (Miles dan Huberman (1992:15-19). 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
Retribusi dapat diartikan sebagai jenis pungutan yang dikenakan kepada rakyat atau 
masyarakat yang menggunakan fasilitas yang disediakan oleh negara. Disini terlihat bahwa 
mereka yang membayar retribusi akan menerima balas jasanya secara langsung berupa 
fasilitas negara yang digunakannya. Sedang retribusi pelayanan pasar atau biasa disebut 
dengan retribusi pasar bisa diartikan sebagai salah satu jenis retribusi jasa umum yang 
keberadaannya cukup dimanfaatkan oleh masyarakat. Retribusi pelayanan pasar atau 
retribusi pasar adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa umum yang 
meliputi pelayanan dan penyediaan fasilitas pasar yang berupa tempat dasaran, 
pelataran, los dan atau kios yang dikelola oleh pemerintah (Perda Kabupaten Klaten 
No. 18 Tahun 2011 Pasal 1 ayat 52).  
Pelaksanaan retribusi pelayanan pasar dilakukan oleh pihak pengelola pasar, 
bahwa pelaksanaan objek retribusi setelah pedagang mendapat izin pemakaian tempat 
baik kios, los maupun adegan atau oprok. Setelah itu pedagang diwajikan membayar 
retribusi pasar setiap harinya yang dipungut oleh petugas pemungut retribusi, besaran tarif 
retribusi per hari yaitu antara 1.000 sampai 1.800. Pihak pengelola pasar hanya 
menjalankan tugas dari atasan yaitu mengelola pasar dengan sebaik-baiknya termasuk 
dalam mengelola retribusi pasar. 
Kendala yang dihadapi ketika pelaksanaan retribusi pelayanan pasar yaitu banyaknya 
kios dan los yang kosong karena banyak pedagang pasar yang pindah di lain tempat, selain 
itu banyak pedagang pasar yang masih menunggak uang retribusi, masih adanya 
pedagang pasar yang membayar retribusi belum sesuai aturan yang berlaku, dan 
karcis retribusi yang terlalu banyak diberikan pada pedagang, hal ini kurang praktis 
dan efisien. Seharusnya karcis yang diberikan pedagang satu saja sesuai tarif, tetapi 
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pada kenyataannya dari dahulu hingga sekarang masih tetap seperti itu hingga saat ini 
belum ada solusi yang tepat mengenai hal tersebut. 
Solusi untuk mengatasi kendala-kendala tersebut adalah dengan mengadakan atau 
melakukan pendekatan maupun sosialisasi kepada pedagang pasar yang telah berpindah ke 
lain tempat, selain itu pihak pengelola pasar terus menyadarkan dan selalu mengingatkan 
pedagang bahwa mereka masih memiliki uang retribusi yang terhutang, solusi selanjutnya 
yaitu menekan dan terus menyadarkan pedagang agar mau membayar besaran tarif 
retribusi pasar sesuai dengan nominal yang ditentukan berdasarkan peraturan daerah yang 
masih berlaku. 
4. PENUTUP 
Pelaksanaan retribusi pelayanan pasar pada Pasar Delanggu, Kecamatan 
Delanggu, Kabupaten Klaten dilaksanakan berdasarkan unsur objek retribusi pasar, 
subjek retribusi pasar, dan besaran tarif retribusi pasar. Pelaksanaan retribusi 
pelayanan pasar dilakukan oleh pihak pengelola pasar, bahwa pelaksanaan objek 
retribusi setelah pedagang mendapat izin pemakaian tempat. Setelah itu pedagang 
diwajikan membayar retribusi pasar setiap harinya yang dipungut oleh petugas pemungut 
retribusi, besaran tarif retribusi per hari yaitu antara 1.000 sampai 1.800. Pihak pengelola 
pasar hanya menjalankan tugas dari atasan yaitu mengelola pasar dengan sebaik-
baiknya termasuk dalam mengelola retribusi pasar. 
Kendala yang dihadapi pelaksanaan retribusi pelayanan pasar yaitu banyaknya kios 
dan los yang kosong karena banyak pedagang pasar yang pindah di lain tempat, selain itu 
banyak pedagang pasar yang masih menunggak uang retribusi, masih adanya 
pedagang pasar yang membayar retribusi belum sesuai aturan yang berlaku, dan 
karcis retribusi yang terlalu banyak diberikan pada pedagang, hal ini kurang praktis 
dan efisien. Seharusnya karcis yang diberikan pedagang satu saja sesuai tarif, tetapi 
pada kenyataannya dari dahulu hingga sekarang masih tetap seperti itu, hingga saat 
ini belum ada solusi yang tepat mengenai hal tersebut.  
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Solusi untuk mengatasi kendala-kendala tersebut adalah dengan mengadakan atau 
melakukan pendekatan maupun sosialisasi kepada pedagang pasar yang telah berpindah ke 
lain tempat (sekitaran lapangan Merdeka) agar mereka kembali lagi ke tempat dasaran 
asalnya yaitu pasar Delanggu, selain itu pihak pengelola pasar terus menyadarkan dan 
selalu mengingatkan pedagang bahwa mereka masih memiliki uang retribusi yang 
terhutang, solusi selanjutnya yaitu menekan dan terus menyadarkan pedagang agar mau 
membayar besaran tarif retribusi pasar sesuai dengan nominal yang ditentukan berdasarkan 
peraturan daerah yang masih berlaku. 
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